BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL 1721 - A2
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
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'EMENTERIAN KEUANGAN RI o
IREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR :

ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA [ M;.SAF;ERCELEHAN {
8 j11-117]2

00/2735951 TAHUN PEROLEHAN
[[] Pembetsan ke [[] Pembataian BHESER LN

IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1 NPWP o 255820720433000 A5 NAMA JABATAN
2 NIP/NRP  : 198001102005011002 :
3 NAMA - Arf Hid Sul SH AB  JENIS KELAMIN 0 wxi-tak [ PEREMPUAN
. A8 STATUSUUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN ' ' JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : [ ] 21-100-01 [] 2110002
NGHASILAN BRUTO :
1 GAl POKOK / PENSIUN 60.216.800
2. TUNJANGAN ISTRI o T eozi880
3 TUNJANGAN ANAK 1.204.336
4 TUNJIANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN ' 0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL ) 12.852.000
5. TUNJANGAN BERAS 3.041.640
7 TUNJANGAN LAIN-LAIN 627
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAL DARI GAJI 83.700.190
s JUMLAH PENGHASILAN BRUTO {1 508 167.037.273
NGURANG
) BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 6.000.000
11 TURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 2745882
12 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAIB YANG DIBAYARKAN MELALLI PEMBERI KERJA ' 0
13. | JUMLAH PENGURANGAN (16 S.D. 12 8.745.882
NGHITUNGAN PPh PASAL 21
14. | JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9- 13 ) 158.291.391
15. mwnﬂommmmmmmmmmmmvmwm 0
16 | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/ DISETAHUNKAN) 158.291.361
7. | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 63.000.000
"t8 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 95.291.000
'S, -| PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SE TAHUNDISETAHUNKAN 5293649
20 mmsmzwms%nmmcmms&s&mwmvmsmmmmmm [)
MEMBAYAR GAll POKOK -
7. 52:, ?ﬁ%@%ﬁ (%l_}_’pA;t\?A%%NG mﬂggrmw; m‘g TELAH W mm w SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG 0
2. . | PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21) 8.293.649
3 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS! PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKIIR v 7.163.261
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG o
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) ; 7.163.261
2. | PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 1.130.388
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG ]
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) : ; 1.130.388

PEGAWAI TERSEBUT  C01[ ] DIPINDAHKAN  C.02[ ] PINDAHAN cos[ ] saru  coa[ ] PENSIUN
IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

NPWP instans: Pemerintah
Nama Instansi Pemerintah
ID Sub Untt Organisas:
Tanggai

NAMA PENANDATANGAN
Pernyataan Wajb Pajak
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babwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

Layanan !nfmmasg& Pengaduan: (021) 1500200 ¢

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE - BPE-423857ICTIKPP.2204/2026

Tangagal - 20 Februari 2026

NPWP - 3215141001800005
Nama Wajib Pajak - ARIF HIDAYAT SULISTYA
PT - SPT Tahunan PPh '\Wajib Pajak Orang Pribadi

- 2025

- A
Vo armbhar N
Lesember LU

Januari -

Status SPT - Normal

aluran - Portal Wajib Pajak

anggal Terima SP - 20 Februan 2026
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